
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PEMTURAN BUPATI CIANJUR

NuMOR 62 'l AHUN ?017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menlmbang : a. bahwa agar pencegaha.n korupsi dapat berjalal dengan
efektif dan efisien, selumh praktik penyelehggaraan
pemerintah daerah harus mengandung upaya
pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola
keuarrgan daerah perlu dilakuka]l perbaikan
khususnya pada transaksi dai tunai ke nontunai;

., b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edara::r Menleri' Da-iam Negeri Nomor 9rc1f867 ISJ tentang
Implementasi Transaksi NonTunai pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, perlu
menetapkan kebijalan transaksi nontunai pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Cialrjur;

c, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dala$ huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksa.naan dan
Pemartauan Trarsaksi Nontunai;

Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba.s dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

2. Undang-U darg Noinor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubdh dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik .lndonesia
Nomor 4150);



4.

5.

6.

3.

7.

9.

Menetapkan : PEMTURAN
, PEMANTAUAN

Ur'roang-Uudang Nomor 17 Tahun 2003 renrang
Keuangan Negara (Lembaran Nega,ra Republi{
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4286);

Undc.r:g-Undang Nomor I Tahun 2OO4 renrang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor. zl355J;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200.1 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan ' Negara ' (Lembaran Negara Republil
Indonesia 'I'ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran
Negala Republik Indonesia Nomor 44001;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201ri tentang
Pem-rin aran Dderah rLembaran Negara Republj\
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.14. Tambahan
Lrmll"r-n Lcgara Reoublik Ir dooesio Nornor 553;)
sebagaimana telah diuball beberapakali teral<hir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubaha-q Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NoDor 5679); i

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 578J:

Perdturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomaa Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 3 10);

PeratLrran Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2dO7
tentang Pengelolaan, Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun,2OOT Nomor 02 Seri
D);

MEMUTUSKAN :

L

BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN
IRANSAKSI NONTUNAI,



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Da.lam Pera.turan Bupati ini yang dimaksud dengar:
1. Daerah Kabupaten adala.h Daerah Kabupaten Cianjuf.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai

unsur petyelenggarh Pemedntaharr Daerah vang
memimpin peiatsanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daer:ah otonom.

3. Bupari ada-ah Bupati Cianjur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
ada.la-h perangkat daerah pada Pemedntah Daerah
Kabupaten selaku pengelola. keuangan daerah,

5. Transaksi Nontunai adalah pemindahar: seju.mlah nilai
uang dari satu pihak ke pihal< lain dengan
menggunakan insrrumen Aiat Pembayaran
Menggunakan Kartu (APMKI, cek, bilyet giro, uang
elektronik aLau sejenisnya.

6. Anggaran Pend.pardr dan Bela.nja Daerah K.b']palen
Cianjur yang selaqjutnya disingkat APBD adalah
r€ncana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan de,,!'an perwakilan ral<yar daerah, dan ditetapkan
dengan pcraLuran d.lPral r.

BAB II

TMNSAKSI NONTUNAI

Pasal 2

(1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib
dengan Transaksi Nontunai.

(2i Pernba)-aran sebag.umJna oimjsud p"da
terdid atasl
a. bclanja,tidat langsung, meliputi:

1. belanja pegawai;
2. belanja bunga;
3. belanja hibah;
4. treldnja ban tLan sosial:
5. belanja bagi hasil;
6. belanja bantuan l<euangan; dan
7. belanja tidak .erduga.

b. belanjc Iangsung, melipuLi:
1. belanja pegawai;

2. belanja barang/jasa; dan
3. belanl- modal.

dilakukan

aYal /Ll



pasr I 3
(1) P-embayaran yang dikecualikan melalui Transal<siI\ontunaj sebagaimana dimaksud a"f"- p"Jl-.Vai

(1), meliputi: 
ra. pembayaran belanja untuk perja_lanal dinast

b. pembay'aran rrar.rfortasi kepsda masyarakar;
c. pembay2r.a1 untuk keperluan penanggulangan

pada saat terjadi bencana alam;
d. pembayaran untuk pembelian benda pos; dan
e. oemba)aran belanj" kurang dari Rp25.O0O.O0O,OO

(dua puluh lima jura rupiah].

{2)Bendahara Pengelua_ran, Bendahal.a pengeluaran
Pembantu, atau pembantu Bendahara penleluaran
harus,membuat dan menyimpan bukti pem-bayaran
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

pasal 4
Setiap orang . ya:rg melakukan tralsaksi
belanja APBD dengan pemerintah Daerah
harus memiliki nomor rekening di bank,

BAB III
TATA CARA TRANSAKSI NONTUNAI

p.rsal 5

(1) Transaksi Nontunaj dapat dilakukan dengan cara:a, Pemindahbukual dad rekening giro lendahara ke
rekening penerima dengan menggunakan surat
pemindahbukuan dari pengguna anggaran/kuasa
penggL na anggaran; dan/,\.au

b. Penrbavora:t dengan .ek. i

(2) Trartsaksi , pembayaran Nontunai sebagaimana
dima<sLrd.pada avat tl I hurul oan hJru, b. d"i.amp n
dengar: duk urne n pe n du kung sesu ai I ran sa j(si.

(3) Buk-j llarrsaksi pemDdyaran NonLunai dari ban,<
berup- ,,or.e sebagaj dokumen per-d nggu rtgjau a ba n
keuhngan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
pasal 6

{1) Pembinaan penerapan peraturan _Bupati ini dilakukaa
oleh Sek:etaris Daerah selaku kooidjnaror oonn.toi,
keuansan caerah.

pembayaran
I(abupaten



{2) Pembinaan sebagaimana dimatsud pada ayat (1)
meliputi fasilitas pemenuhan sarala dan prasarana
pendukung penerapan Peraturan Bupati, ' peaanjian
kerjh sa:la dan/atau Lesepal<atan bersama antara
Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak
perbankan serta pengarallan penerapa,n Peraturan
Bupali ini.

Pasal 7

Pengarvasar atas penerapan pelal<sanaan Peraturan
Bupati ini dilaLukan oleh apara.tur pengawaEan
internal pemerintah.

Pengawasah sebagaih.rana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatar1
penga\ ''asan .

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Peia]{sar}aan I ransaks. Non tunai dilal<sarlakan secara
bertahap, dengan uji coba mulai tanggal 1 Januari
2018.

Peiaksanaan Tralsaksi Nontunai sebagaimana
dima.ksud ayat (1) dikecualikan bagi kecamatarr dfan
pusat kesehatar masyarakat.

Pela,ksallaal Trdnsa-ksi Nontuoai dalam
pelahsanaannya bekerja sama dengan pihak
perbankan.

, BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1)

(1)

(21

(2)

(3)

Peraturarr Bupati inl mulai berlal<u pada tanggal
diu ndangkan.
Agff setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundalgal Peraturan Bupati ini dengan
penempata,nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianiur.t

di Cianjur
Ag }o8o6b6s eot?
UR,


